BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR /4  TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

sal 160 ayat (7) Peraturan

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pa
2006 tentang Pedoman

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun :
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka dipandang periu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



7' Undang-Und
ang Nomor 23 j
Daerah sebagaimana tel Tahun 2014 tentang Pemerintahan

ah diubah beberapa kali terakhir dengan
g:::gfl‘(ulzgang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
N = onesia Tahu‘n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

8 €gara Republik Indonesia Nomor 5679);

» [ €raturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya
Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan
Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2854);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor
118);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN

ANGGARAN BELANJA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

N GhG

Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
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11.

12.

13.

14.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di

T ; :
m Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
Sekretans

’l')z‘;id:’;be}\at:k dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh :
serta m '1):k sa"la tugas Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
anggot&xelya staxr‘d kebijakan Bupati dalam rangka penyusunarn gBP.ymg

i erdiri dari pej jabat lainnya
gesua, kebutuhan, pejabat perencana daerah, PPKD dan pej

:tuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
povaTIgiat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
S BERran/ pengguna barang.

:tuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
3:..-,31, /pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan

singkat PPKD adalah

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
g‘dmsanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum

aerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
Pengguna Anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
vang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat

perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran. ‘
ran anggaran belanja

Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergese

yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD baik berupa penambahan dan/atau
pengurangan yang berkenaan dengan pergeseran anggaran antar obyek belanja
dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja berkenaan dan/atau pergescran/perubahan
uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan, yang dapat mengakibatkan

kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD.

BAB Il
PRINSIP PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran belanja dilakukan apabila :
rincian obyek belanja

a.

terjadi kesalahan dalam penempatan obyek belanja,
dan/atau uraian dalam rincian obyek belanja yang dapat mengakibatkan tidak

terlaksananya kegiatan atau tidak tercapainya target kinerja kegiatan;
terdapat kesalahan teknis administrasi, baik angka maupun huruf; dan
penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan

Pemerintah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pergeseran anggaran belanja meliputi:

a.
b.

C.

m:ran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;

e g ariar wisel . "
i geze] danggaran rincian obyek belanja dalam obyek belanja
pergeseran /perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan.

3



(1)

(2)

(1

(2)

(1)

(2

(1)

(2)

i BAB IV
ATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Bagian K
Pe 4 esatu
rgeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan
Pasal 4

::;ges‘%fan anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan

gaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan ketentuan

sebaga} berikut:

a. masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan
yang sama; dan

b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah
tertuang dalam DPA-SKPD.

Pcrgesqran anggaran antar obyek belanja dalam jenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas perse

Daerah selaku Ketua TAPD.

belanja berkenaan
tujuan Sekretaris

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja
Dalam Obyek Belanja Berkenaan
Pasal 5

Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. masih dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja dan kelompok

belanja serta kegiatan yang sama; dan
b. tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah

tertuang dalam DPA-SKPD.
Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan

PPKD.

Bagian Ketiga
Pergeseran/Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan
Pasal 6

Pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. masih dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis
belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan

b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana
yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.

Pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 7

Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan
dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
berkenaan sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
berkenaan,

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD.



Pasal 8

d dalam Pasal 3 akan

belanja sebagaimana
dan

Tata ¢

dijaba:l:aanpfjrgesera{' anggaran belanja sebagaimana dimaksu
tercantum dﬁ.’ﬁﬁ, Slls tem dan prosedur pergeseran an )
Peraturan Bupati imfimp“'a" yang merupakan bagian tidak terpi

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

angan Peraturan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund
Rejang Lebong.

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 7 Aare/ 2018

BUPATI' REJANG LEBONG,

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 3 AMaret 2018

KABUPATEN

oA
A "-\' \7
ey \

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR fé’ 4



LAMPIRAN : PERATURAN BUPAT] REJANG LEBONG
NOMOR /¢ TAHUN 2018
TANGGAL 3 MRRFT 2018

SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

. KERANGKA HUKUM

a.

Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, menegaskan bahwa :
1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

Anggaran (KUA);

b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran
Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis
Belanja;

¢) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

d) keadaan darurat; dan

e) keadaan luar biasa.
2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Selanjutnya dalam Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa :

1. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b
serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar
rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD;

2. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;

3. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;

4. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD;

5. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Daerah tentang APBD;

6. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan
dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD; dan

7. Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Kebijakan Umum

lebih tahun



1.

1.

DESKRIPS]

= ;e'""g perjalanan pelaksanaan anggaran tahun berjalan, tidak menutup
demungkman adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesual
engan keadaan dan kondisi terkini yang menyebabkan terjadinya suatu
perubahan pada jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD
ata\'x. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya
keb'.[alfan pemerintah yang bersifat strategis atau adanya kesalahan teknis
administrasi yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja maupun uraian dalam
rincian obyek belanja sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sebelum
Perubahan APBD. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka
apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah
anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan
anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.
Mckanisme demikian perlu dilakukan pengaturan karcna selama ini
setelah APBD ditetapkan, seringkali SKPD mengajukan perubahan atas
DPA yang telah ditetapkan. Apabila menunggu perubahan APBD akan
membutuhkan waktu yang lama mengingat adanya mekanisme
penganggaran yang harus dilalui sedangkan pada saat itu juga kegiatan
harus segera dilaksanakan. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan
Daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel serta tidak menyalahi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
keberadaan mekanisme yang mengatur tata cara pergeseran anggaran
belanja yang bersifat operasional ataupun teknis sangat diperlukan
sehingga tidak menghambat pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

b. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan

dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;

pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja

berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD;

d. pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan
dilakukan atas persetujuan PPKD; dan

e. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, ¢ dan d
dilakukan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD.
PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PERGESERAN ANGGARAN

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):
1. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka

mengajukan usulan pergeseran anggaran,

2. mengajukan usulan pergeseran anggaran belanja yang disertai dengan
rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui PPKD;

3. menyusun rancangan DPPA-SKPD; dan

4, mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran belanja
bersama dengan TAPD.

b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku PPKD:

1. menerima dan menghimpun usulan pergeseran anggaran belanja dari
SKPD yang disertai rancangan DPPA-SKPD;

2. grc;nyglcnggara}mn administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran

elanja;

3. menjadwalkan dan mengikuti pembahasan usulan pergeseran

anggaran belanja dengan TAPD;



4.

terhadap pergeseran
lanja berkenaan
k belanja

:‘:ﬂefbilkan surat persetujuan/penolakan
a 88aran antar rincian obyek belanja dalam obyek be
an pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obye

berkenaan A
tentang Perubahan

S. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati

Penjabaran APBD dan;

& 191 mengesahkan rancangan DPPA-SKPD menjadi DPPA-SKPD.
» 1Im Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):
diajukan oleh

1.
2,
3.

d. Se
1.

2.
3.

membahas usulan pergeseran anggaran belanja yang

SKPD;
meneliti, mengkaji dan memverifikasi rancangan DPPA-SKPD yang

diajukan oleh SKPD; dan
dapat mengundang SKPD yang bersangkutan dalam rangka
pembahasan usulan pergeseran anggaran belanja.

kretaris Daerah selaku Ketua TAPD:
menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran
anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
menyetujui dan menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan; dan
memimpin dan mengkoordinasikan TAPD dalam pembahasan

pergeseran anggaran belanja.

e. Bupati:
Menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran
APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

IV. LANG

a. Penyusunan usulan pergeseran anggaran dan ran

1.

4.

b. Pe
 [E

2.

KAH-LANGKAH TEKNIS

cangan DPPA-SKPD:

Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta
memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang
tugasnya dan mulai menyusun rancangan DPPA-SKPD disertai
alasan/pertimbangan dilakukannya pergeseran anggaran,
SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran yang disertai dengan

i rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD;

kasi usulan pergeseran anggaran dari

PPKD menghimpun dan memverifi
SKPD harus melakukan

SKPD. Apabila terdapat ketidaksesuaian,
penyempurnaan; dan

PPKD menyerahkan rancangan DPPA-SKPD kepada TAPD untuk
dilakukan pembahasan.
mbahasan usulan pergeseran anggaran:
Sekretaris Daerah bersama Tim TAPD membahas usulan pergeseran
anggaran belanja; dan

dalam pembahasan TAPD dapat mengundang SKPD terkait untuk
melakukan pembahasan secara bersama-sama.

c. Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran:

1.

Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD
menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran
anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan serta
memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD; dan

PPKD berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat
persetujuan/penolakan terhadap terhadap pergeseran anggaran antar
rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan
pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan,
serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD.



d. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran

APB

1,

D:

PPKD berdasarkan surat persetujuan terhadap pergeseran anggaran
dan DPPA-SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris
Daerah melalui Bagian Administrasi Hukum;
Sekretaris Daerah menyerahkan Rancangan Pe
;elah dikaji oleh Bagian Administrasi Hukum terse
an

Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang perubahan

Penjabaran APBD.

raturan Bupati yang
but kepada Bupati;

e. Pengesahan DPPA-SKPD. .
PPKD mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

V. BENTUK FORMAT DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN

a. Dokumen yang digunakan terkait dengan sistem dan prosedur pergeseran

R B N o e

10.
11,

12.

ggaran meliputi:

surat usulan pergeseran anggaran dari SKPD;
rincian usulan pergeseran anggaran antar o
belanja berkenaan;

rincian usulan pergeseran anggaran antar rincian o
obyek belanja berkenaan;

rincian usulan pergeseran atau peru
belanja berkenaan;

rancangan DPPA dalam format Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Daerah (SIMDA);

surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah atas pergeseran
anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;

daftar SKPD yang memerlukan persetujuan Sekretaris Daerah;

rincian pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan atas persetujuan Sekretaris Daerah;

surat persetujuan/penolakan PPKD atas pergeseran anggaran antar
rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan atau
pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan;
daftar SKPD yang memerlukan persetujuan PPKD;

rincian pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan atas persetujuan PPKD; dan

rincian pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja
berkenaan atas persetujuan PPKD.

byek belanja dalam jenis
byek belanja dalam

bahan uraian dalam rincian obyek

b. Dokumen pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di

atas

dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan

perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
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B. BAGAN ALIR

I Pe
[ 1 Penyusunan Usuian Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-OPD

URAIAN

SKPD

SEKDA

PPKD

1.

Kepala SKpp mengevaluasi  pelaksanaan

tahun  berjalan serta memantay
grkcmbangan pelaksanaan kebijakan
merintah dnn Pemerintah Daerah terhadap
program /kegiatan yang menjadi  bidang
lugasnya dan mulaj menyusun  rancangan
DPPA-SKPD {format SIMDA) disertai
alasan/pertimbangan dilakukannya pergeseran
anggaran,

SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran
yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPD
kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD

. PPKD menghimpun dan memverifikasi usulan

pergeseran  anggaran dari  SKPD.  Apabila
terdapat  ketidaksesuaian, SKPD  harus
melakukan penyempurnaan.,

PPKD menyerahkan rancangan DPPA-SKPD
kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan

angan
DPPA-SKPD




II. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran

URAIAN JAED
1. Sekretaris Daerah bersama TAPD membahas
usulan pergeseran anggaran.
2. Dalam pembahasan TAPD dapat mengundang Pembahasan
SKPD terkait untuk melakukan pembahasan
bersama-sama
v
Hasd Pembahasan
atas Usulan
Pesgeseran

12



ML Penerbitan Persetujuan Pergeseran Anggaran

URAIAN

SKPD

SEKDA

PPKD

. Sckmlans Daerah berdawkan hasil

pembahasan ngan

menerbitkan e :32)!
persetujuan/penolakan terhadap
pergeseran  an antar obyek

:ec:?:}a dalam il;x\is belanja berkenaan
memberikan persetujuan
terhadap rancangan DPPA-SKPD

2. PPKD berdasarkan hasil
pembahasan dengan TAPD
menerbitkan surat
persetujuan/penolakan terhadap

terhadap pergeseran anggaran antar
rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan serta memberikan

persetujuan  terbadap rancangan
DPPA-SKPD.

. PPKD menerbitkan surat
persetujuan/penolakan terhadap

pergeseran/perubahan uraian dalam
rincian obyek belanja berkenaan
serta  memberikan  persetujuan
terhadap rancangan DPPA-SKPD

Has:l
Pembahasan
atas Usulan

Pergeseran
Anggaran dan
Rancangan
DPPA-SKPD

Surat
Persetujuan
/Penolakan

Surat
Persetujuan
/Penolakan

Setuju
[tidak
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IV. Penyusuna Y
Y n Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD
R

URAIAN

PPKD

2,

|

::Prhkgd berdasarkan surat persetujuan
ap pergeseran anggaran
guenyqsun Rancangan Peralurax;
M\:pan tentang Perubahan Penjabaran
Seaiis ey
2 :
Administrasi Hukum, il Bagian

Sekretaris Daerah menyerahkan
Rancangan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran APBD kepada
Bupati.

Bupati menetapkan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan
Penjabaran APBD menjadl Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran

APBD.

Penyusunan

Rancangan
Pernturan Bupati

— SEKDA |

e
BUPATI




